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  Background The process of inheritance in the form of land often occurs 
in people’s lives, given the high economic value owned by the land. This often 
triggers dispotes (potential disputes) in the comunity, even within the scope of 
the family. Not a few family members (heirs) involved in disputes because of 
inheritance. Civil law that applies in indonesia, including inheritance law to 
date is still diverse (pluralism), still does not have a legal entity that can be 
applied to all indonesian citizens. 
  Latar belakang masalah Proses pewarisan berupa tanah sering terjadi 
dalam kehidupan masyarakat, mengingat tingginya ekonomis yang dimiliki 
oleh tanah tersebut. Hal demikian yang kerap kali memicu perselisihan 
(potensi sengketa) di masyarakat, bahkan dalam lingkup kekeluargaan. 
Tidak sedikit anggota keluarga (para ahli waris) yang terlibat perselisihan 
karena pewarisan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk 
didalamnya hukum kewarisan sampai sekarang masih beraneka ragam 
(pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat 
diterapkan untuk seluruh warga indonesia. 
 Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menganalisis Peran Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap 
pembagian waris atas tanah dan bangunan. (2) Untuk Menganalisis kendala-
kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pembagian 
Hak Bersama (APHB) terhadap pembagian waris atas tanah dan bangunan. 
 Jenis Penelitian Ini adalah bersifat Yuridis Normatif yaitu untuk mencari 
kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, 
teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. 
Pendekatan yang di gunakan dengan pendekatan secara normatif. Teknik 
Pengumpulan datanya melalui Studi Kepustakaan (Library Research),dan Studi 
Lapangan (Field Research) dan dianalisis dengan secara Normatif Kualitatif yang 
diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan angka), gambar, rekaman 
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-
lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 Hasil Penelitian ini Menunjukan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Dalam 
Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris 
Atas 
Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
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A.Latar Belakang Masalah 
 Hukum perdata adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur 
kepentingan-kepentingan perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan 
hidupnya dan bermasyarakat. Hukum perdata ini dikatakan sebagai hukum yang 
bersifat privat, karena yang diatur adalah mengenai hubungan dan kepentingan 
antara yang satu dengan yang lain.
1
  Salah satu lembaga yang disebutkan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat 
dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnnya yakni Notaris/PPAT.  
        Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna 
(volledigbewijs) sesuai dengan Burgelijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris 
juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.
2
  
 Proses pewarisan berupa tanah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, 
mengingat tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh tanah tersebut. Hal 
demikian yang kerap kali memicu perselisihan (potensi sengketa) dimasyarakat, 
bahkan didalam lingkup kekeluargaan. Tidak sedikit anggota keluarga (para ahli 
                                                           
1  Yosvita Prasetyaningtyas, Hukum untuk orang awam, Yogyakarta:Efata Publising, 2014,       
hlm. 21. 
2
Andri Cahayadi, Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui 




waris) yang terlibat perselisihan karena pewarisan. Penguasaan secara individu 
adalah salah satu keinginan para ahli waris untuk menguasai suatu hak atas tanah. 
Kepenguasaan hak atas tanah secara individu apabila jumlah ahli warisnya lebih 
dari satu, maka dibutuhkan alas hak yang mendasarinya yaitu Akta Pembagian 
Hak Bersama yang dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, ―PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta tanah tertentu‖3    
  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) merupakan salah satu dokumen yang 
dijadikan dasar untuk mengurus pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan 
setempat. Apabila ahli waris hanya menyertakan Surat Keterangan Waris, maka 
hak atas tanah tersebut masih berstatus kepemilikan bersama- sama. Namun, jika 
ahli waris menyertakan Akta Pembagian Hak Bersama, maka hak atas tanah 
tersebut sudah bisa berstatus sebagai hak individu, tergantung dengan kesepakatan 
(isi) yang tercantum di dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut. Pejabat 
Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat yang berwenang membuat Akta 
Pembagian Hak Bersama.  
 Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah suatu akta yang dibuat  oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang 
hak bersama mengenai pembagaian hak bersama tersebut. Sedangkan mengenai 
pengertian  dari  pembagian hak bersama  itu sendiri adalah suatu perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama, atas tanah agar supaya 
                                                           
        3 Habib Adji. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Bandung: PT.Citra Aditya 




menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta 
Pembagian Hak Bersama.  
 Hukum  Perdata yang berlaku  di Indonesia, termasuk  didalamnya hukum 
kewarisan sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), masih belum 
mempunyai kesatuan hukum yang  dapat diterapkan untuk seluruh warga 
Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya 
pembagian hukum waris kepada hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdata,  
hukum  waris yang terdapat  dalam  hukum  adat, yaitu  dalam bagian hukum 
waris adat dan hukum waris yang terdapat dalam Hukum Waris Islam, yaitu 
ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh 
atau Kompilasi Hukum Islam.
4
  
 Instruksi Presiden Nomor  1  tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) Pasal 173, berbeda agama termasuk penghalang menerima warisan, yaitu 
memahami pada ketentuan umum Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan:― 
ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak 
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris‖. Pasal 174 ayat (1) KHI 
menentukan bahwa kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan 
darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Pasal 
tersebut dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan 
seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun 
dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang  duda atau janda tidak 
ternasuk ke dalam ahli waris jika tidak bergama islam. Sesuai dalam pengertian 
                                                           








 Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah 
antara ahli waris dan muwaris berbeda agama  atau  tidak, adalah pada  saat 
muwaris meninggal. Karena  pada saat itulah hak warisan mulai berlaku. Dalam 
perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka 
hukum yang  digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari 
sipewaris (yang meninggal dunia. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No.172/K/Sip/1974 menyatakan bahwa― dalam sebuah sengketa waris, 
hukum waris yang dipakai adalah hukum si Pewaris‖.6  
 Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa 
yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Masalah 
waris diatur secara  rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Siapapun tidak akan 
pernah terhindar dari masalah waris dimana seorang menjadi pewaris (pemberi  
waris)  dan atau  menjadi ahli waris (penerima waris).   
             Salah satu putusan terkait dengan APHB, Pengadilan Agama Brebes 
Nomor :  1102/Pdt.G/ 2017/PA.Bbs : 
―Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama 
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara  
Gugatan Waris  berupa  Sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya 
berdiri bangunan rumah permanen No. SPPT : 39-013 Persil No. 119 
Nomor C. 2618 atas nama XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX seluas ± 
510 m² yang terletak di XXXXXXX  Kabupaten Brebes.  Dengan batas-
batas : Utara Jalan Desa, Timur Tanah milik XXXXXXX, SelatanTanah 
milik XXXXXXX, dan barat Tanah milik Watra Siwen‖ 
 
                                                           
5Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Surabaya: Arkola,  
2007, hlm.125. 




Proses pewarisan berupa tanah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, 
mengingat tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh tanah tersebut. Hal 
demikian yang kerap kali memicu perselisihan (potensi sengketa) di masyarakat, 
bahkan di dalam lingkup kekeluargaan. Tidak sedikit anggota keluarga (para ahli 
waris) yang terlibat perselisihan karena pewarisan. Penguasaan secara individu 
adalah salah satu keinginan para ahli waris untuk menguasai suatu hak atas tanah. 
Kepenguasaan hak atas tanah secara individu apabila jumlah ahli warisnya lebih 
dari satu, maka dibutuhkan alas hak yang mendasarinya yaitu Akta Pembagian 
Hak Bersama yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat 
Akta Tanah.   
Hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan sebab 
hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Didalam suatu 
kekeluargaaan terjadiproses pewarisan atau disebut juga dengan turun waris. 
Proses pewarisan berupa tanah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat 
mengingat tingginya nilai ekonomis oleh tanah tersebut. Hal demikian yang 
memicu perselisihan atau sengketa di masyarakat bahkan di dalam lingkup 
kekaluargaan.  
 Uraian latar belakang masalah di atas, mendasari penulis untuk menetapkan 
tema ―Peran  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta  
Pembagian  Hak  Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris dalam Hukum 







B. Rumusan Masalah 
     Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan 
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap pembagian waris dalam 
hukum islam atas tanah dengan bangunan di Kabupaten Brebes ? 
2. Apasajakah kendala-kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 
pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap pembagian waris 
dalam hukum islam atas tanah dan bangunan di Kabupaten Brebes ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
     Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis peran PPAT dalam pembuatan APHB pembagian waris 
dalam hukum islam atas tanah dan bangunan di Kabupaten Brebes. 
2. Untuk menganalisis kendala-kendala PPAT dalam pembuatan APHB 
pembagian waris dalam hukum islam  atas tanah dan bangunan di Kabupaten 
Brebes. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penilitian ini diharapkan dapat  mengembangkan ilmu hukum 
perdata, khususnya mengenai peran dan kendala PPAT dalam pembuatan 
APHB pembagian waris dalam hukum islam atas tanah dan bangunan di 





2.  Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman memahami 
PPAT dalam pembuatan APHB pembagian waris dalam hukum islam. 
E. Tinjauan Pustaka 
 Peran PPAT dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris dalam 
hukum  islam atas tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 
untuk mempersiapkan data sebelum peralihan hak didaftarkan ke kantor 
Pertanahan dan sebagai Pejabat yang bertugas untuk membantu keinginan para 
pihak supaya tercapai keinginannya berdasarkan peraturan yang berlaku. 
 Peran PPAT dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris dalam 
hukum islam atas tanah dan bangunan yang perlu diteliti, sudah tentu akan 
merujuk beberapa penelitian terkait dengan topik atau tema tersebut. Berikut ini 3 
penelitian yang terdahulu dan relevan adalah : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ragil Kusuma dan Munsharif Abdul Chalim 
Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Unissula pada tahun 2018 yang berjudul ―Peran Notaris/PPAT Dalam 
Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang 
Berbeda Agama‖. Dalam peneltian tersebut membahas tentang peran Notaris 
dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang 
berbeda agama. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis 
adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan. Sedangkan 
perbedaannya adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang kelemahan 




pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama di 
Notaris/PPAT Kota Semarang, sedangkan penelitian penulis membahas 
tentang peran dan kendala dalam pembuatan akta pembagian hak bersama 
terhadap pembagian waris dalam hukum islam di PPAT Kabupaten Brebes. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Beatrix Benni, Kurniawrman Anisa Rahman Ikatan 
Notaris Indonesia Padang pada tahun 2019 yang berjudul ―Pembuatan Akta 
Pembagiama Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota 
Bkittinggi‖. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pembuatan akta 
pembagian hak bersama dalam peralihan tanah karena pewarisan. Persamaan 
penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas 
tentang akta pembagian hak besama. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa 
penelitian tersebut membahas tentang akta pembagian hak bersama di Kota 
Bukittinggi sedangkan penelitian penulis membahas tentang akta pembagian 
hak bersama terhadap pembagian waris dalam hukum islam di PPAT 
Kabupaten Brebes. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Setya Qodar Al-Haolandi, Sukarmi Mahasiswa 
Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula pada tahun 
2018 yang berjudul ―Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak 
Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris 
Berdasarkan Hak Waris Islam‖. Dalam penelitian tersebut membahas tentang 
peran Notaris dalam pembagian waris anak angkat berdasarkan hukum waris 
barat dan hukum waris islam di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut 
dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kewenangan 




penelitian tersebut membahas tentang  kewenangan Notaris dalam pembagian 
waris hanya terbatas pada waris barat dan pembagian waris islam tidak 
ditugaskan kepada Notaris sedangkan penelitian penulis membahas tentang 
peran dan kendala-kendala PPAT dalam pembuatan akta pembagian hak 
bersama dalam pembagian waris dalam hukum islam di PPAT Kabupaten 
Brebes. 
 
F. Metode Penelitian 
 Pada prinsipnya dalam setiap penulisan suatu karya ilmiah diperlukan data-
data yang lengkap dan dan objektif serta mempunyai metode cara tertentu sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh 
adalah sebagai berikut 
1. Jenis Penelitian 
        Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
kepustakaan atau library research. Yang dimana penelitian ini adalah fokus 
hanya pada data skunder. Sumber data yang diperoleh hasil bedah dokumen. 
2. Pendekatan Penelitian 
        Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan 
Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk 
mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah 
perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan 
permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 




Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta  Pembagian  Hak  Bersama (APHB) 
terhadap pembagian waris atas tanah dan bangunan di Kabupaten Brebes. 
3. Sumber Data 
        Dalam penelitian hukum, pada dasarnya dapat dibedakan antara data 
sekunder yang bersifat pribadi dengan data sekunder yang bersifat publik. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasara Republik Indonesia  1945 
2) Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUHPerdata) 
3) Hukum Acara Perdata Indonesia 
4) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Jabatan Notaris 
5) Inpres Nomor  1  tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
7) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 Tentag Pejabat Pembuat 
Akta Tanah. 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, 
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi 




maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, 
yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.
7
 Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif artinya 
data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan angka), 
gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.  
         Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara 
mensismatika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti 
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi.
8
 Bahan hukum yang diperoleh dilakukan 
pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian 
tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Adapun analisa datanya 
digunakan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan antara isi perundangan 
dengan teori yang dipakai. 
                                                           
7 Soejono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014, hlm.280 
8 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 




G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut : 
Bab I     : Pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan   penelitian, manfaat   penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II   : Tinjauan Konseptual, berisi Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), Tinjauan tentang Harta Warisan dalam Hukum 
Islam 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan hasil 
penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil penelitian serta 
pembahasan lainnya yang berkaitan dengan jawaban atas 
permasalahan-permasalahan yang dibuat 
Bab IV  : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dan saran yang 













A.Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah 
      Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bahwa Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) dikualifikasikan sebagai pejabat umum, dan diberi kewenangan 
untuk membuat akta-akta tertentu di bidang peralihan dan pembebanan hak 
atas tanah sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi sebagai berikut:
9
 
a. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggunagan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan 
Tanah, bahwa : 
‗Pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan 
pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku‘. 
 
b. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah bahwa : 
‗Pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta –akta 
tanah tertentu‘. 
 
c. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemeritah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PJPPAT) disebutkan 
bahwa : 
                                                           




‗PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentk mengenai perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun‘. 
 
d.  Pasal 1 ayat (1) dan (4) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah ditegaskan : 
Pasal 1 
(1) Pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta –akta 
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, memgenai hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun. 
(2) Akta PPAT adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti 
telah melaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun. 
Pasal 2 
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 
tanah dengan membuat akta-akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas anah atau hak milik atas 
satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 







Menurut Para ahli pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat 
diartikan sebagai berikut : 
a.  Menurut Boedi Harsono, Mengemukakan bahwa Pengertian PPAT dapat 
dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 
Peraturan Jabatan PPAT yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya 
disebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Konsep pejabat 
umum yaitu ― seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan 
kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu‖10 
b.  Menurut A.P Parlindungan, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh 
pemerintah tetapi tidak digaji oleh pemerintah dan mempunyai kekuasaan 
umum artinya akta-akta yang diterbitkan merupakan akta otentik.
11
 
c. Menurut Effendi Perangin, PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat 
akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 
meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.
12
 
d. Menurut H. Salim H.S.,, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat 
PPAT yang dalam bahasa Inggris disebut dengan land deed officials, 
sedangkan dalam dahasa Belanda disebut dengan land titles registrar, 
                                                           
      10 Boedi Harsono, PPAT Sejarah dan Kewenangannya ,Jakarta: Majalah RENVOI, 2007, hlm. 11. 
      11 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PPNo. 24 Tahun 1997), 
Bandung: Mandar Maju, 2009, Cet. ke-4, hlm. 20. 
      12 Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi      




mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara karena pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, 
untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di 
negara Republik Indonesia maupun di luar negeri. PPAT adalah ― seseorang 
yang diangkat dan diberi kekuasaan oleh undang=undang untuk membuat 
akta, di mana di dalam akta yang dibuatnya itu, memuat klausula atau aturan 
yang mengatur hubungan hukum antara pihak, yang berkaitan dengan hak 
atas tanah dan hak milik satuan atas rumah susun.
13
 
  Adapun unsur-unsur yang terkandung dai pengertian tersebut 
meliputi: 
1. Adanya orang yang memenuhi syarat tertentu 
2. Subjek yang diatur, yaitu para pihak 
3. Objek kewenangannya 
2. Jenis dan Bentuk Akta PPAT 
           Bentuk dan Jenis Akta PPAT sesuai dengan ketentua pasal 96 ayat (1) 
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tanhun 1997 tentang Pendaftaran tanah juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tanhun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Akta: 
 
                                                           
      13 H. Salim, HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah,Jakarta: Raja 




a. Akta Jual beli 
b. Akta Tukar Menukar 
c. Akta Hibah 
d. Akta Pemasukan ke dalam perusahaan 
e. Akta Pembagian hak bersama 
f. Akta Pemberian hak guna bangunan / hak pakai ats hak milik 
g. Akta Pemberian hak tanggungan dan 
h. Akta Surat kuasa membebankan hak tanggungan     
Salah satu hal penting yang terkait dengan bentuk dan jenis akta PPAT yakni  
pembagian hak bersama atau akta pembagian hak bersama.  
         Akta Pembagian Hak Bersama adalah suatu akta untuk membuktikan 
kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama 
tersebut. Sedangkan mengenai pengertian dari pembagian hak bersama itu 
sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak 
bersama, atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing hak bersama 
tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama. Pengetahuan dan 
kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat perihal proses pembagian hak 
bersama yang pada kenyataannya tidak jarang menimbulkan berbagai 
permasalahan, maka dalam hal ini memerlukan peran Notaris. Salah satu peran 
tersebut adalah sebagai penasihat hukum atau konsultan hukum.  
        Dalam pembuatan akta pembagian hak bersama harus dihadiri oleh semua 
ahli waris yang bersangkutan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam 




penandatanganan harus memahami secara benar mengenai silsilah dari pewaris 
(almarhum), hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko terburuk yang 
akan terjadi dikemudian hari. Proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan 
syarat-syarat dalam pembuatan akta autentik, yaitu : dibuat oleh atau dihadapan 
Notaris/PPAT, dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang-undang.   
        Para pihak dalam pembuatan akta yang dimaksud harus mengikuti syarat 
dan ketentuan yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut : 
1) Surat Keterangan Waris diketahui oleh Lurah dan Camat 
2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk para ahli waris dan 2 (dua) orang saksi 
3) Foto copy Kartu Keluarga para ahli waris 
4) Akta Perkawinan orang tua dan para ahli waris 
5) Surat Kematian pewaris 
6) Sertifikat asli beserta foto copynya dan atau 
7) Surat-surat lainnya (surat pernyataan, surat kuasa, dll) 
Akta pembagian hak bersama merupakan akta otentik, Apabila 
dikemudian hari ada gugatan terhadap akta yang dibuat maka para pihak harus 
bisa membuktikan sendiri terhadap gugatannya. Artinya kalau ahli waris 
mengingkari terhadap akta yang telah mereka buat, maka mereka harus 
membuktikan sendiri terhadap ketidakbenaran akta tersebut. Akta autentik 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila ada pihak yang 
menggugat maka ia harus membuktikan gugatannya itu. Akta autentik 
digunakan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan 
penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam berbagai 




pembagian hak bersama, kegiatan sosial dan lain-lainnya, kenutuhan akan 
pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan 
berkembangnya tuntutan kepastian hukum diberbagai bidang. 
 
       
B. Tinjauan tentang Harta Warisan dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Waris 
       Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang 
dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa 
yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.  
 Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang 
peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta 
akibatnya bagi para ahli warisnya.
14
 Dan juga berbagai aturan tentang 
perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, 
seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain 
waris disebut juga dengan fara’id yang artinya bagian tertentu yang dibagi 




2. Sumber Hukum Warisan Islam 
Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, mempunyai 
sumber hukum yang sama dengan sumber hokum Islam. Menurut Kamus 
                                                           
      14 Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 3. 




Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.
16
 Dalam kepustakaan 
hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam 
atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Menurut Imam Syafi‘i dalam 
kitab Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh sumber hukum Islam ada empat yaitu: (1) 
Al-Qur‘an; (2) As-Sunnah atau Al-Hadis; (3) Al-Ijma‘; dan (4) Al-Qiyas.17 
Al-Ijma‘ dan Al-Qiyas itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau 
cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia baik sendiri-sendiri dalam 
melakukan analisa (qiyas) maupun secara bersama-sama mencapai suatu 
konsensus (ijma‘) dalam usaha menemukan atau menentukan kaidah hukum, 
dan akal pikiran manusia dalam kepustakaan disebut arra‘yu atau ijtihad.18                          
         Al-Qur'an adalah wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Salam melalui perantara Malaikat Jibril, 
yang membacanya akan mendapatkan pahala karena termasuk ibadah, dan 
dengan di dengarkan atau diperdengarkannya, juga untuk diperhatikan atau 
direnungkan (tadabbur) dan kemudian untuk diaktualisasikan secara aplikatif.
19
 
As-Sunnah menurut para ahli hadits (muhadditsin) adalah apa yang 
disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan), 




                                                           
      16 Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 974. 
      17 Mohamad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 73. 
      18 Ibid., hlm. 115. 
      19 Rahendra Maya, ―Perspektif  Al-Qur‘an tentang konsep Al-Tadabbur‖, Jurnal Ilmu Al-Qur’an 
dan Tafsir, Volume 1, Nomor 1, 2014, hlm. 2. 
      20 Ali Maulida, ― Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah‖, Jurnal Ilmu Al-




Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan 
semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara‘. Orang yang berijtihad 
disebut mujtahid. ijtihad dapat dilakukan perorangan disebut ijtihad fardhi, dan 
bila dilakukan secara kolektif disebut Ijtihad jama‗i.21 
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam 
Menuruh Hazairin, ada tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama 
system kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. 
22
 
Sistem kewarisan berdasarkan kitab suci Al-Quran ialah sistem 
individual, dimana setelah pewaris wafat, harta peninggalannya dapat 




4. Asas Hukum Kewarisan Islam 
Asas-asas kewarisan dalam hukum Islam antara lain:  
1. Asas Ijbari  
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung 
arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa 
digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari 
dapat dilihat dari beberapa segi:  
a. Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.  
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b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. 
24
 
2. Asas Bilateral  
Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti seseorang 
menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak dari kerabat 
keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat 
dilihat dalam Surat Al-Nisa‘ (4) Ayat 7,11,12 dan176. 25 
3. Asas Individual  
Asas Individu dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa harta 




4. Asas Keadilan Berimbang  
Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang 
diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Misalnya laki-laki dan 
perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang 
dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. 
27
 
5. Asas Semata Akibat Kematian  
Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisan hanya berlaku 
setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini 
menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk 
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kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari kematian, dan tidak mengenal 
kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. 
 
5. Rukun Kewarisan dalam Hukum Islam 
Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu 
perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak dipenuhi. Misalnya 
perkara sholat, apabila salah satu rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat 
seseorang itu tidak sah. Begitu juga dengan perkara waris, jika rukun waris 
tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris 




6. Harta Warisan 
          Menurut hukum waris Islam, bahwa yang dimaksud harta warisan 
adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah 
bersih dari kewajibankewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-
bagi kepada para ahli waris pria atau wanita sebagaimana telah ditentukan 
berdasarkan kitab Al-Quran dan Al-Hadis serta kesepakatan para ulama. 
29
 
Dengan demikian harta warisan (Arab: mirats) dalam Islam dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
a.  Harta waris itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum 
yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari 
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kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagi kepada para 
waris. 
b. Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagi, maka harta itu sudah 
dikurangi dengan: 
1) Semua biaya untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai 
wafatnya. 
2) Semua biaya untuk mengurus jenazah pewaris 
3) Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti zakat dan 
sedekah infak atau wakaf yang pernah dinyatakannya. 
4) Semua kewajiban duniawi yang belum dipenuhi seperti hutang, tebusan, 
dan sebagainya. 
5) Harta yang telah diwasiatkan pewaris ketika hidupnya yang jumlahnya 
tidak melebihi 1/3 harta waris yang ditinggalkan. 
         Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf e: Harta waris 
adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan 
untuk keperluan perawatan selama sakit, sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah (tajhiza), pembayaran hutang, dan pemberian untuk 
kerabat. 
7. Pewaris 
         Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, 
meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Seseorang yang 








8. Ahli Waris 
        Menurut Ali Ash-Shabuni, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk 
menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya 
ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan atau lainnya.
31
 
        Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan: 
a. Ahli waris ashhab al-furudh, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang      
   telah ditentukan besar kecilnya, seperti ½, 1/3, atau 1/6 
b. Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta 
   dibagikan kepada ahli waris ashhab al-furud. 
c. Ahli waris zhawi al-arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan   
   menurut ketentuan Al-Qur‘an tidak berhak menerima warisan.32 
         Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan jauh dekatnya, sehingga yang 
dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan 
1. Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang 
   jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang 
   lain. 
2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang     
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  dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika 
  yang menghalanginya tidak ada.
33
 
         Hijab (keadaan menghalangi) ada dua: pertama, hijab nuqsan yaitu 
menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, 
seperti suami yang seharusnya menerima bagian 1/2, karena bersama anak 
perempuan bagiannya terkurangi menjadi ¼. Ibu, sedianya menerima 1/3, 
karena bersama anak bagiannya terkurangi menjadi 1/6. Kedua hijab hirman 
yaitu menghalangi secara total, misalnya saudara perempuan kandung semula 





         Pewarisan adalah cara bagaimana melaksanakan penerusan atau peralihan 
atau pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada waris.
35
 Pewarisan 
dalam hukum Islam berlaku setelah pewaris wafat, jadi tidak ada pewarisan 
tanpa ada kematian. Sering dijumpai kasus kelebihan atau kekurangan harta 
dalam praktek penghitungan warisan ketika diselesaikan menurut ketentuan 
fudhul-muqaddarah.  
         Kelebihan terjadi ketika hanya terdapat sedikit ahli waris dan tidak ada 
ahli waris ‗asabah, sementara terjadi kekurangan ketika banyak ahli waris yang 
harus menerima bagian warisan. Hal ini tentu akan menimbulkan persoalan 
dalam penyelesaiannya. Untuk itu perlu metode yang tepat misalnya dengan 
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metode ushul al-masa‘il atau menentukan asal masalah.  
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
 a. Pertama, menyeleksi:  
a) Siapa ahli waris yang temasuk zawil al-arham 
b) Siapa ahli waris ashhab al-furud 
c) Siapa ahli waris ‗asabah 
d) Siapa ahli waris yang mahjub 




b. Kedua, menetapkan asal masalah (ushul al-masail). Setelah diketahui bagian 
masing-masing ashab al-furudh kemudian mencari angka (kelipatan 
persekutuan) terkecil yang dapat dibagi oleh masingmasing angka penyebut 
dari bagian ahli waris.  
c. Ketiga, Setelah diketahui angka asal masalah langkah selanjutnya 
menghitung bagian masing-masing menggunakan angka masalah tersebut. 
10. Faktor Penghalang Waris Mewarisi  
           Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-irs, 
adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima 
warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat menghalangi 
tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu : 
1. Pembunuhan.  
            Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris, 
menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang 
                                                           




diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan  
Khawarij—yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah 
karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu'awiyah hampir 
dikalahkan dengan mengangkat mushaf—menentang pendapat ini. Alasan 
mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat 
mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11- 12 hanya memberi petunjuk 
umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan 
sebagaimana adanya.  
 2. Berlainan Agama  
 Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu 
juga sebaliknya. 
37
Hukum ini disepakati para imam yang empat. 
Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim 
mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang 
Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini 
lelaki kafir.
38
        
             Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab  
terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama  




 Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah 
apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, 
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yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya 
beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas 
Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, 
ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk 
mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, 
orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang 
lain Syi'ah.  
3.Perbudakan (al-'abd).  
            Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status 
kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai 
hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak 
terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum. 
                   Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya 
Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. 
Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilainilai kemanusiaan 
(humanism) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini 
ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran 
atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang 
harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan 
dan muka bumi. 
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11. Cara Penyelesaian Masalah dalam Pembagian Waris 
  a. Cara ‗Aul 
                                                           




  Secara harfiah ‗aul artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan    
‗aul karena dalam praktek pembagian warisan angka asal amasalah harus 
ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila 




b. Cara Al-Radd 
Cara Al-Radd merupakan kebalikan dari masalah ‗aul. Masalah itu 
terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta 
setelah ahli waris ashab al-furudh memperoleh bagiannya. Cara al-radd 
ditempuh untuk diterima masing-masing secara proporsional.
42
 
       c. Cara Gharawain 
            Masalah gharawain ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari 
suami atau istri, ibu dan bapak saja. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu 
menerima 1/3 dan bapak sisanya (2/3) dengan kata lain bagian laki-laki 
dua kali bagian perempuan (li al-dzakari misl hazh al-unsayain) keadaan 
ini tetap berlaku mana kala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris 
suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diserahkan ibu 
menerima 1/3 dan bapak sisanya. 
  d. Cara Musyarakah 
            Secara bahasa musyarakah berarti berserikat antara dua orang atau 
lebih dalam sesuatu hal (urusan). Dalam hal waris terjadi apabila dalam 
pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudarasaudara 
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sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris ‗ashabah tidak 
mendapat harta sedikit pun, karena telah dihabiskan ahli waris ashhab al-
furudh. 
12. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya 
  a. Penggolongan Ahli Waris 
                  Berdasarkan sebab-sebab menerima warisan, maka ahli waris dalam 
hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
1) Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena 
adanya hubungan darah 
2) Ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena 




                   Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, 
maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Ashabul furudh, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, 
yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8. 
                       Para ahli fara‘id membedakan ashchabul-furudh ke dalam dua 
macam yaitu ashchabul-furudh is-sababiyyah (golongan ahli waris 
sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris), yang 
termasuk dala golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). 
Dan ashchabul-furudh in-nasabiyyah (golongan ahli waris sebagai 
                                                           




akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris), yang termasuk 
dalam golongan ini adalah sebagai berikut : 
a) Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek. 
b) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek. 
c) Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan   
pancar laki-laki. 
d) Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki  
seibu. 
e) Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung 
dan saudara perempuan sebapak. 
2.  Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian  haknya tidak tertentu,  
tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul-furudh atau  
mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furudh.
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            Para ahli fara‘id membedakan asabah ke dalam tiga macam 
yaitu, ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair dan ashabah ma‘al ghair. 
 a.  Ashabah binnafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan  
dengan   Pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek. 
2) Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. 
3) Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara laki-laki      
sekandung/sebapak. 
                                                           




b.  Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan 
orang lain Untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama 
menerima ushubah, yaitu: 
1) anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki; 
2) cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan 
3) saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama-   
sama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak. 
c.  Ashabah ma‘al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan 
orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak 
berserikat dalam menerima ushubah, yaitu saudara perempuan 
sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama 
anak perempuan atau cucu perempuan. 
3. Dawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam 
golongan ashabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru 
mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas. 
b. Pembagian Ahli Waris 
a. Bagian Masing-Masing Ahli Waris : 
a) Anak laki-laki 
    Kemungkinan memperoleh warisan : 
1) Mendapatkan semua harta warisan, apabila tidak ada anak perempuan 
,ibu bapak, suami/istri 
2) Sebagai ashabah binafsih, setelah diambil bagian dzawil furudh. Dan 








b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
     Kemungkinan memperolah warisan : 
1) Jika tidak terhijab, ia sebagai ashabah binafsih; bisa memperoleh 
seluruh warisan, jika tak ada cucu perempuan dari anak laki-laki; jika 
ada cucu perempuan (dari laki-laki), bagiannya dua kali bagian cucu 
perempuan. 
2) Tidak memperoleh warisan (terhijab), bila ada anak laki-laki. 
c) Bapak 
     Kemungkinan memperoleh warisan : 
1) Dapat terhijab nuqshan 
2) 1/6 bagian, jika ada ahli waris anak atau cucu laki-laki 
3) 1/6 bagian ditambah ‗ashabah, jika ada anak perempuan atau cucu 
perempuan 
4) ashabah, jika tidak ada atau cucu baik laki-laki maupun perempuan 
d) Kakek dari pihak bapak 
Kemungkinan untuk memperoleh warisan: 
1) Bisa berhijab hirman, jika ada bapak 
2) 1/6 bagian jika ada anak atau cucu laki-laki 
3) 1/6 bagian ditambah ‗ashabah, jika ada anak atau cucu perempuan 




                                                           




e) Saudara laki-laki sekandung 
Kemungkinan memperoleh warisan: 
1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak 
laki-laki atau bapak 
2) ashabah binafsih, bisa memperoleh seluruh sisa warisan. 
3) 1/3 bagian jika lebih dari satu orang saudara baik laki-laki maupun 
perempuan 
f)  Saudara laki-laki sebapak 
Kemungkinan memperoleh warisan: 
1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak 
laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan 
sekandung. 
2) ashabah binafsih. 
3) 1/3 bagian jika lebih dari satu orang saudara sebapak baik laki-laki 
maupun perempuan 
g)  Saudara laki-laki seibu 
     Kemungkinan memperoleh warisan: 
1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu 
laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak 
bapak. 
2) 1/3 bagian jika terdiri dari dua orang atau lebih 
3) 1/6 bagian jika hanya satu orang 
                                                                                                                                                                      




h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara 
sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman 
sekandung, anak laki-laki paman sebapak. 
     Kemungkinan memperoleh warisan: 
1) Bisa terhijab hirman 
2) Bisa ‗ashabah binafsih47 
i) Suami 
     Kemungkinan memperoleh warisan: 
1) Bisa terhijab nuqshan, jika ada anak atau cucu 
2) 1/2 bagian jika tidak ada anak atau cucu 
3) 1/4 bagian jika ada anak atau cucu 
j) Anak perempuan 
    Kemungkinan memperoleh warisan: 
1) Tidak dapat terhijab1/2 bagian jika hanya seorang dan tidak ada laki-
laki 
2) 2/3 bagian jika lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki 
3) ‗ashabah bil ghairi jika ada anak laki-laki 
k) Cucu perempuan dari anak laki-laki 
     Kemungkinan mendapat warisan: 
1) Dapat terhijab hirman, jika ada anak laki-laki, dua anak perempuan 
atau lebih 
2) 1/2 bagian, jika hanya seorang, tidak ada cucu laki-laki, atau seorang 
anak peerempuan. 
                                                           




3) 2/3 bagian, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau 
seorang anak perempuan. 
4) 1/6 bagian, jika ada anak perempuan tapi tidak ada cucu laki-laki. 
l) Ibu 
    Kemungkinan mendapat warisan : 
1) Bisa terhijab nuqshan, jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau 
lebih 
2) 1/3 bagian, jika tidak ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau 
lebih 
3) 1/3 dari sisa, jika termasuk gharawain. Gharawain adalah jika ahli 
waris terdiri dari suami, ibu dan bapak, atau istri, ibuk dan bapak. 
4) 1/6 bagian jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau lebih 
m) Nenek 
      Kemungkinan memperoleh : 
1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak, ibu atau bapak 
2) 1/6 bagian ( untuk seorang atau dua orang nenek, jika tidak ada anak, 
ibu atau bapak ) 
n) Saudara perempuan kandung 
    Kemungkinan mendapat warisan : 
1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki – laki, cucu laki – laki dari 
anak laki – laki, bapak 
2) 1/2 bagian, jika hanya seorang atau tidak ada anak, cucu perempuan 




3) 2/3 bagian, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak cucu 
perempuan atau saudara laki – laki sekandung 
4) Bisa ‗ashabah ma‘al ghairi, jika tidak ada saudara laki – laki kandung, 




o) Saudara perempuan sebapak 
     Kemungkinan memperoleh warisan : 
1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki – laki, cucu laki – laki, bapak, 
dua orang atau lebih saudara perempuan kandung bersama anak/cucu 
perempuan. 
2) 1/2 bagian, jika seorang dan tidak ada saudara laki – laki, bapak anak, 
cucu perempuan atau saudara perempuan sekandung. 
3) 2/3 bagian, jika terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada ahli 
waris anak, saudara laki – laki sebapak atau saudara perempuan 
kandung. 
4) 1/6 bagian, jika ada seorang saudara perempuan kandung tetapi tidak 
ada anak, cucu perempuan atau saudara laki – laki sebapak. 
5) ‗Ashabah bilghairi jika ada saudara laki – laki sebapak 
6) Ashabah ma‘al ghairi, jika tidak ada saudara laki – laki sebapak, 
saudara perempuan kandung. Tapi ada ahli waris anak perempuan atau 
cucu perempuan. 
p) Saudara perempuan seibu 
     Kemungkinan memperoleh warisan : 
                                                           




1) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki – laki atau perempuan, cucu 
laki – laki dari anak laki – laki, cucu perempuan dari anak laki – laki, 
bapak atau kakek dari pihak bapak. 
2) 1/3 bagian jika terdiri dari dua orang atau lebih 
3) 1/6 bagian jika hanya seorang 
q) Istri 
     Kemungkinan memperoleh warisan : 
1) Bisa terhijab nuqshan, jika ada anak atau cucu 
2) 1/4 bagian, jika ada anak atau cucu, baik laki – laki maupum 
perempuan 






                                                           




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bersama Ibu Nur 
Suprihatiningsih Notaris/PPAT di Kabupaten Brebes, penulis mendapatkan data 
berupa Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), sebagai berikut : 
 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) 
NUR SUPRIHATININGSIH, S.H.M.Kn 
DAERAH KERJA : KABUPATEN BREBES 
SK. Menteri ATR / Kepala BPN RI  
Nomor : 416/KEP/400.20.3/XI/2017 
 
AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA 
 





     Pada hari ini,  .........  tanggal ......  (                                             )  
bulan....................  tahun  ........... dihadapan Saya, Nur Suprihatiningsih, S.H.M.Kn 
yang berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional tanggal .................... diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  dengan  daerah  
kerja Kabupaten Brebes dan berkantor di Brebes dengan dihadiri   oleh   saksi-
saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----------------------
---------- 
I. Tuan XXXXX, lahir di Brebes pada tanggal 10 Juli 1955, Warga ------ Negara 
Indonesia, Petani, dengan Nomor Induk Kependudukan ------(NIK): 
3207091007550002; -------------------------------------------------- 
- untuk selanjutnya disebut ―PIHAK PERTAMA‖; ---------------------------- 
 
II. Nyonya XXXXX, lahir di Brebes pada tanggal 5 April 1950, Warga ----- Negara 
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, dengan Nomor Induk ----------Kependudukan 
(NIK): 3207094504500001; ------------------------------- 
      - untuk selanjutnya disebut ―PIHAK KEDUA‖; ------------------------------- 
 




Indonesia, Karyawan Honorer, dengan Nomor Induk -- Kependudukan (NIK): 
3207094710690001; ------------------------------- 
      - untuk selanjutnya disebut ―PIHAK KETIGA‖; ------------------------------- 
 
- kesemuanya bertempat tinggal di Brebes , ----- Rukun Tetangga 037, Rukun 
Warga 010,; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
IV. Nyonya XXXXX, lahir di Brebes pada tanggal 16 Agustus 1974, Warga Negara 
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di –Brebes, Rukun Tetangga 
005, Rukun Warga 002, Desa Panaragan, Kecamatan Cikoneng, dengan Nomor 
Induk -------- Kependudukan  (NIK): 3207025608740001; --------------------------- 
      - untuk selanjutnya disebut ―PIHAK KEEMPAT‖; ---------------------------- 
- kesemuanya adalah para ahli waris dan tidak ada lagi ahli waris ------ lainnya 
dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, satu dan lain --- hal 
sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Waris yang dibuat ---- dibawah 
tangan, asli mana bermaterai cukup, yang dibenarkan oleh --- Kepala Desa 
XXXXX Nomor: 140/941-Ds/2018, keduanya tanggal --12 Desember 2018, 
dan dikuatkan oleh Camat Brebes Nomor: ----------- 687/VII/Kec.2018, 
ketiganya tertanggal 4 Desember 2018; --------------- 
- Surat-surat mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Pejabat; --------- 
 
Para penghadap dikenal oleh Saya, Pejabat. ----------------------------------Para 
Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak 
dibawah ini: ------------------------------------------------------ 
 Hak Milik atas sebidang tanah:-------------------------------------------------




-Utara : Jalan Desa 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah milik Watra Siwen 
 Hak Milik atas sebidang tanah:-------------------------------------------------




-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik Watram 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah milik XXXXX 
 Hak Milik atas sebidang tanah:-------------------------------------------------




-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 




 Hak Milik atas sebidang tanah:-------------------------------------------------




-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah milik XXXXX 
 Hak Milik atas sebidang tanah:-------------------------------------------------
Persil Nomor 095 Nomor C. Seluas lebih kurang 510 ,dengan batas-batas :--
------------------------------------------------------- 
-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah miliK XXXXX 
 Utang Piutang dari gadai tanah sawah seluas lebih kurang 7.000m2 milik 
XXXXX sebesar Rp. 40.000.000,- 
 
sebagai mana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor .................................. 
yang dilampirkan pada akta ini dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 
(NIB)  dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi 
dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): ...................0,  yang 
dipergunakan sebagai tanah darat, yang dilampirkan pada akta ini 
berdasarkan alat-alat bukti berupa: -------------------------------------------------
-------------------  
 Letter C, Metboek; ----------------------------------------------------------- 
terletak di : -------------------------------------------------------------------- 
- Provinsi : Tengah. ------------------------------------------------- 
- Kabupaten : Brebes. ------------------------------------------------- 
- Kecamatan : Brebes. ------------------------------------------------- 
- Desa  : Brebes. ------------------------------------------------- 
- Jalan  : ------------------------------------------------- 
selanjutnya dalam akta ini disebut ―Hak Bersama‖. ----------------------
Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk 
mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk 
itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai 
berikut : ------------------------------------------------------- 
a. Pihak Pertama memperoleh memperoleh dan menjadi pemegang 
tunggal dari :-------------------------------------------------------------------- 
 
Hak milik sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas 
 
Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas, yaitu 
Seluas lebih kurang 3400 m2 ,dengan batas-batas :-------------------------- 
-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik XXXXX 




-Barat : Tanah milik XXXXX 
 
b.  Pihak kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :------------
--------------------------------------------  
Hak milik sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas 
 
Hak milik atas sebagian tanah sebagaiaman diuraikan diatas, yaitu Seluas 
lebih kurang 1.750 m
2 
,dengan batas-batas :------------------------------------ 
-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik Watram 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah milik XXXXX 
 
c. Pihak ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :----------
---------------------------------------------- 
Hak milik sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas 
 
Hak milik atas sebagian tanah sebagaiaman diuraikan diatas, yaitu Seluas 
lebih kurang 1.750 m
2 
,dengan batas-batas :------------------------------------ 
-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah milik XXXXX 
 
d.  Pihak keempat mempeoleh dan menjadi pemegang tunggal dari:-----------
---------------------------------------------------------------------- 
Hak milik atas sebagian tanah sebagaiaman diuraikan diatas, yaitu seluas 
lebih kurang 510 m2 ,dengan batas-batas :------------------------------------- 
-Utara : Jalan Desa 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah milik Watra Siwen 
 
Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas, yaitu 
Seluas lebih kurang 510 m
2
 ,dengan batas-batas :----------------------------- 
-Utara : Tanah milik XXXXX 
-Timur : Tanah milik XXXXX 
-Selatan : Tanah milik XXXXX 
-Barat : Tanah miliK XXXXX 
 
Utang Piutang dari gadai tanah sawah seluas lebih kurang 7.000m
2 
milik 
XXXXX sebesar Rp. 40.000.000,- 
 
 
Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: ----------------------------  
- dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan




-   para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang  
diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan 
di atas; ------------------------------------------------------- 
d. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih  lanjut 
sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------- Pasal 1 ------------------------------------ Mulai hari ini 
hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik masing-masing 
pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan  
yang  didapat  dari,  dan  segala  kerugian/   beban atas  hak  tersebut 
diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----------
---------------------------------------- 
---------------------- Pasal 2  ----------------------------------- Hak tersebut 
diterima oleh masing-masing pihak yang   memperolehnya menurut 
keadaannya sebagaimana didapatinya  pada hari ini dan masing-masing 
pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan  
mengenai  kerusakan  dan/atau cacat yang tampak dan/atau  tidak 
tampak. ---------------- 
 ---------------------- Pasal 3 ------------------------------------ Para pihak 
yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini 
menyatakan  bahwa dengan pembagian hak bersama ini 
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan 
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 
tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini. -----------------------------
-------------------------------------------------- 
---------------------- Pasal 4 ----------------------------------- Dalam hal 
terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam  pembagian hak 
bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan 
Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran  instansi 
Badan Pertanahan Nasional tersebut. ---------- 
----------------------- Pasal 5 -----------------------------------Para pihak 
dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum 
yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri 
Brebes di Brebes. ----------------------------------------------------------------- 
----------------------- Pasal 6 ------------------------------------ Biaya  
pembuatan  akta ini,  uang  saksi  dan  segala  biaya  mengenai  peralihan 
hak  ini, dibayar oleh PIHAK PERTAMA. ------- 
 
Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: ---------------- 
1) Nyonya XXXXX, dan; -------------------------------------------------- 
2) Nyonya XXXXX; -------------------------------------------------------------- 
- keduanya Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Brebes; 
Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka   
sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak 
tersebut di atas, akta  ini oleh  Pihak Pertama, Pihak Kedua,  Pihak 
Ketiga, Pihak Keempat, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) 




saya, PPAT, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes untuk  keperluan  


























Pejabat Pembuat Akta Tanah 
 
Nur Suprihatiningsih, S.H.M.Kn. 
 
Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur Suprihatiningsih selaku 
Notaris/PPAT di Kabupaten Brebes, Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat 
oleh PPAT sebagai dasar peralihan yang dipakai untuk mendaftarkan peralihan 
haknya pada kantor pertanahan, sebab dasar peralihan selain Akta Pembagian Hak 
Bersama tidak dapat dijadikan dasar peralihan suatu bersama pada Kantor 
Pertanahan.Kemudian akta yang telah dibuat didaftarkanpada Kantor Pertanahan 
setempat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah paling lambat satu minggu setelah pembuatan akta. Atas 
permintaan pemegang hak yang bersangkutan (atau kuasanya), satu bidang tanah 
yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang 
masing-masing merupakan satuan bidang baru, dengan status hukum yang sama 




ukur, buku tanah, dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan 
sertipikat asalnya.  
Bahwa setiap perbuatan hukum yang akan dilakukan terhadap objek tanag 
yang masih menjadi hak bersama harus menggunakan akta yang dibuat oleh PPAT 
yang berwenang. Misalnya ahli waris setuju untuk membagi hak bersama yang ada 
didalam tanah warisan menjadi hak milik masing-masing ahli waris sesuai 
kesepakatan, maka para ahli waris dapat langsung menghadap kepada PPAT untuk 
minta dibuatkan akta pembagian hak bersamanya sesuai kesepakatan para 
pengahadap. Dengan dasar dokumen yang ada maka PPAT dapat langsung 
membuatkan aktanya, dengan demikian maka hak bersama yang tadi masih menjadi 
satu akan terbagi menjadi masing-masing ahli waris sesuai dengan kesepakatan ahli 
waris. Setelah semua dokumen lengkap maka pemohon segera mendaftarkan pda 
kantor pertanahan dengan membayar biaya pendaftaran. Kemudian jika semua 
dokumen telah dinyatakan lengkap maka Kepala Kantor Pertanahan. Namun 
banyak kendala yang mengakibatkan terlambatnya proses pembuatan Akta 
Pembagian Hak Bersama misalnya Para ahli waris kurang mempunyai kesadaran 
hukum dalam melengkapi persyaratan proses pembagian hak bersama berupa tanah 
warisan dalam perspektif Islam, para ahli waris datang menghadap kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah dengan membawa data seadanya untuk permohonan proses 
pembagian hak bersama berupa tanah dan bangunan warisan. Namun, para ahli 
waris tidak kunjung melengkapi kekurangan persyaratan tersebut. Hal tersebut jelas 
sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pengurusan yang dilakukan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Aturan mengenai keharusan pencantuman tanda 




harus bertemu secara langsung, padahal bisa saja para ahli waris itu berada di kota 
atau provisi lain yang jauh dari kantor PPATnya. Bisa saja  terjadi menggunakan 
jasa pengiriman dokumen agar mendapatkan tanda tangan asli dari para ahli waris 
yang masih berada di wilayah Indonesia, sedangkan bagi ahli waris yang berada di 
luar negeri dibutuhkan pengesahan dari kantor Kedutaan Besar. Sehingga hal 
tersebut membutuhkan waktu yang lama dan tentunya biaya yang banyak. Di 
samping merepotkan Pejabat Pembuat Akta tanah, hal tersebut juga sangat 
membebani para ahli waris yang melakukan proses tersebut. 
 
B. Pembahasan 
1. Peran PPAT dalam Pembuatan APHB Pembagian Waris dalam Hukum 
Islam Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Brebes. 
          Beberapa hal yang hendak dikemukakan sebelum mendeskripsikan peran 
PPAT dalam Pembuatan APHB Pembagian Waris, yakni pembagian waris dalam 
perspektif Islam yang terdiri atas Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) dan Sistem Hukum Kewarisan Islam, sebagai berikut. 
1. Pembagian Waris dalam Perspektif Islam 
a. Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
          Kata waris dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata                 
              Artinya pusaka, harta peninggalan mayat. Menurut istilah, ilmu 
kewarisan (fara’idh) adalah: 50 
                                                      
                                                           





                                              
―Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan 
yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada 
hak-hak bagiannya dari harta peninggalan‖51 Menurut Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi 
ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. 
         Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, 
mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. 
Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang 
disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum 
Islam. Menurut Imam Syafi‘i dalam kitab Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh 
sumber hukum Islam ada empat yaitu: (1) Al-Qur’an; (2) As-Sunnah atau 
Al-Hadis; (3)Al-Ijma’; dan (4) Al-Qiyas.   
          Al-Ijma’ dan Al-Qiyas itu sesungguhnya adalah jalan atau metode  
atau cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia baik sendiri-sendiri 
dalam melakukan analisa (qiyas) maupun secara bersama-sama mencapai 
suatu konsensus (ijma’) dalam usaha menemukan atau menentukan kaidah 
hukum, dan akal pikiran manusia dalam kepustakaan disebut arra’yu atau 
ijtihad. Menurut Arijulmanan, sumber hukum Islam terdiri dari: (1) Al-
Qur‘an,  (2) Sunnah Rasul, dan (3) ijtihad. Al-Qur'an adalah wahyu Allah 
                                                           




Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa 
Salam melalui perantara Malaikat Jibril, yang membacanya akan  
mendapatkan pahala karena termasuk ibadah, dan dengan di dengarkan 
atau diperdengarkannya, juga untuk diperhatikan atau direnungkan 
(tadabbur) dan kemudian untuk diaktualisasikan secara aplikatif.10 As-
Sunnah menurut para ahli hadits (muhadditsin) adalah apa yang 
disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir 
(pengakuan), sifat, atau sirah beliau. Dengan definisi ini maka makna As-
Sunnah adalah sama dengan Hadits. Ijtihad dari segi istilah berarti 
menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk 
menetapkan hukum syara‘. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. ijtihad 
dapat dilakukan perorangan disebut ijtihad fardhi.
52
 
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pembuatan akta 
pembagian hak bersama berupa tanah warisan sebagai berikut : 
a. Membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk Mempersiapkan Data Sebelum 
Peralihan Hak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 
        Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah diawali dari adanya ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
Pasal 6 Ayat (2), yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran 
tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang 
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut 
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Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm 14. 
53 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis, Jakarta: Tintamas, 




Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang 
tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan, dan untuk menyediakan informasi 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan 
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, 
untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.   
         Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah pada dasarnya membantu kepala 
kantor pertanahan kabupaten brebes untuk mempersiapkan data sebelum 
peralihan hak didaftarkan ke Kantor Pertanahan.  
          Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi 
perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang 
telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 
perubahan tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat.Peralihan hak 
karena pewarisan di atur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pendaftaran peralihan hak karena 
pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar wajib disampaikan 
oleh yang menerima hak atas tanah yang bersangkutan sebagai warisan 
kepada Kantor Pertanahan, termasuk sertifikat hak yang bersangkutan, surat 
kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan Surat 
Keterangan Waris. Apabila penerima warisan terdiri dari satu orang maka 




berdasarkan Surat Keterangan Waris. Namun, apabila penerima warisan 
lebih dari satu orang dan pada saat peralihan hak tersebut disertai dengan 
pembagian hak bersama yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah 
tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, maka pendaftaran 
peralihan hak atas tanah dilakukan oleh penerima warisan yang 
bersangkutan berdasarkan surat keterangan waris dan akta pembagian hak 
bersama. 
b. Pejabat yang bertugas untuk membantu keinginan para pihak supaya 
tercapai keinginannya berdasarkan peraturan yang berlaku.  
        Apabila suatu saat terdapat para pihak datang menghadap untuk proses 
pembagian hak bersama berupa tanah warisan, maka Pejabat Pembuat 
Tanah wajib memberikan berbagai pengarahan mulai dari persyaratan, 
prosedur, tata cara, perpajakan, sampai dengan akibat hukum dilakukannya 
perbuatan hukum tersebut. Namun, dalam menjalankan tugasnya sebagai 
penasehat hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya sebatas memberikan 
pengarahan, namun segalanya tetap berdasarkan keputusan para pihak 
dengan catatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.Tujuan proses pembagian hak bersama berupa tanah dan 
bangunan dalam pewarisan adalah supaya ahli waris mendapatkan bagian 
sesuai hak masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. 
c. Sebagai Pejabat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Akta Otentik 
Berupa Akta Pembagian Hak Bersama.  
                Akta otentik digunakan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang 




Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pensertifikatan 
tanah, pembagian hak bersama, kegiatan sosial dan lain-lainnya, kebutuhan 
akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan 
dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum di berbagai bidang.  
          Peran utama dari seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses 
pembagian hak bersama berupa tanah dan bangunan adalah membuat Akta 
Pembagian Hak Bersama. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 5, yang mengatakan 
bahwa pembagian hak bersama atas menjadi hak masing-masing pemegang 
hak bersama didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang 
menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para 
pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.  
          APHB merupakan akta yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan telah 
terjadinya kesepakatan diantara para pemegang hak bersama mengenai 
pembagian hak bersama atas tanah yang dapat dijadikan dasar pendaftaran 
tanah. Salah satu tujuan dari Pendaftaran tanah adalah untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu 
bidang tanah, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Oleh karena 
itu Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menguasai secara benar mengenai aspek 
hukum yang akan dijadikan dasar atau alas hak maupun data pendukung dalam 




          Data pendukung dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah 
warisan dapat berupa Surat Keterangan Waris, Identitas para ahli waris, dan 
adanya 2 (dua) orang saksi.   
          Dalam pembuatan akta pembagian hak bersama harus dihadiri oleh 
semua ahli waris yang bersangkutan dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai 
saksi dalam perbuatan hukum tersebut. Saksi yang akan dijadikan saksi dalam 
penandatanganan harus memahami secara benar mengenai silsilah dari pewaris 
(almarhum), hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko terburuk yang 
akan terjadi dikemudian hari.  
          Proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dalam 
pembuatan akta otentik, yaitu :  
a) Dibuat oleh atau dihadapan Notaris/PPAT, 
b) Dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang- Undang, dan dibuat 
menurut tata cara yang ditetapkan Undang-Undang.  
          Para pihak dalam hal pembuatan akta yang dimaksud harus mengikuti 
syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.Apabila dikemudian hari ada 
gugatan terhadap akta yang dibuat maka para pihak harus dapat membuktikan 
sendiri terhadap gugatannya.Artinya kalau ahli waris mengingkari terhadap 
akta yang telah mereka buat, maka mereka harus membuktikan sendiri 
terhadap ketidakbenaran akta tersebut.Akta otentik mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna, apabila ada pihak yang menggugat maka dia harus 




         Akta otentik merupakan satu-satunya dasar peralihan hak atas tanah yang 
penulis anggap paling aman, dimana dalam proses pembuatannya 
Notaris/PPAT menjamin terhadap kepastian penandatangan, kepastian tentang 
para penghadap, kepastian waktu penandatanganan, dan kepastian tentang isi 
akta, dan para pihak tidak akan dapat mengingkari terhadap apa yang telah 
mereka buat berkaitan dengan akta tersebut, oleh sebab itu kepastian hukum 
dan perlindungan kepada para pihak nantinya akan lebih terjamin. Meneliti 
berbagai persyaratan dalam proses pembagian hak bersama dan kemudian 
melakukan pendaftaran peralihan hak berdasarkan akta pembagian hak 
bersama yang telah dibuat.   
       Pejabat Pembuat Akta Tanah berkewajiban untuk meneliti persyaratan 
formil dan materiil mengenai subyek hak dan obyek hak, meliputi : 
a. Keabsahan Surat Keterangan Waris,  
b. Akta Pembagian Hak Bersama,  
c. Identitas para ahli waris (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta 
Perkawinan), 
d. Surat Kematian,  
e. 2 (dua) orang yang dijadikan sebagai saksi Surat Keterangan Waris,  
f. Perpajakan (SPPT-PBB), dan persyaratan lainnya.  
          Sehingga hal tersebut mendukung tujuan dari adanya pemeliharaan data 
pendaftaran tanah yaitu untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam 
peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan 
sertifikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian. Akta PPAT 




pendaftaran, pemindahan hak, dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh 
karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk 
sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan 
data yang terdapat didalam serifikat dengan daftar- daftar yang ada di Kantor 
Pertanahan.  
         Pejabat Pembuat Akta Tanah berkewajiban untuk mencocokkan 
kebenaran identitas dan keterangan yang diberikan oleh para pihak.Pejabat 
Pembuat Akta Tanah tidak boleh hanya sekedar percaya terhadap semua data 
yang diberikan kepadanya.Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mencocokkan 
kebenaran data dengan kenyataan yang sebenarnya.    Hal tersebut dilakukan 
dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi 
dikemudian hari.  
        Dalam hal pembagian hak bersama berupa tanah pewarisan, Pejabat 
Pembuat Akta Tanah berkewajiban untuk mencocokkan kebenaran identitas 
para ahli waris.Hal tersebut dapat dimulai dari pencocokan Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Paspor, dan sebagainya. Apabila 
terdapat suatu kejanggalan di dalam identitas tersebut Pejabat Pembuat Akta 
Tanah wajib memberitahukan kepada para pihak agar supaya para pihak dapat 
memberikan bukti-bukti lain yang bisa lebih menguatkan. Setelah meneliti 
berbagai persyaratan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas untuk 
melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut ke kantor Pertanahan 
dimana tanah itu terletak.   
        Membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes untuk 




ketertiban dan kepastian hukum. Pembagian hak bersama atas tanah atau hak 
milik menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftarkan 
berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang 
berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama 
mengenai pembagian hak bersama tersebut. Penjelasan bahwa pada saatnya 
suatu hak bersama baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, 
perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara 
pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan 
menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus 
semua pemegang hak bersama memperoleh bagian.Dalam pembagian harta 
waris sering kali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari 
keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh 
penerima warisan sebagai pemegang hak bersama.   
        APHB merupakan akta yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan telah 
terjadinya kesepakatan diantara para pemegang hak bersama mengenai 
pembagian hak bersama atas tanah yang dapat dijadikan dasar pendaftaran 
tanah. Salah satu tujuan dari Pendaftaran tanah adalah untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu 
bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  
          Dengan demikian tindakan PPAT dalam proses pembagian hak bersama 
berupa tanah dan bangunan dengan membuat APHB, maka PPAT dianggap 
telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya dalam memberikan 




Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (1) yang 
mengatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik (tanah) memiliki makna bahwa 
keterangan yang tercantum di dalamnya memiliki kekuatan hukum sepanjang 
tidak ada alat bukti yang lain yang bertentangan dengannya. Di samping 
sertifikat memberikan kepastian hukum juga memberikan perlindungan hukum 
bagi pemiliknya dari segala tindakan yang sekiranya menganggu keberadaan 
hak atas tanah untuk dapat dipergunakan sepenuhnya oleh pemiliknya, baik 
untuk keperluan transaksi jual beli, atau untuk keperluan lain yang menyangkut 
tanah tersebut.  
         Sertifikat hak atas tanah ini merupakan bukti otentik dan produk akhir 
dari proses pendaftaran tanah. Jadi apabila masyarakat sudah mensertifikatkan 
tanahnya, maka diharapkan akan tercapai salah satu tujuan UUPA, yakni 
terciptanya kepastian dan perlindungan hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh 
rakyat.  
          Selaras dengan tujuan pendaftaran hak atas tanah diharapkan dapat 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban atas 
tanahnya, serta mempertinggi kesadaran hukum mereka berkaitan dengan 
persertipikatan tanah. Kesadaran hukum yang demikian sangat menguntungkan 




tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa tujuan 
dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan, dan untuk menyediakan informasi kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum 
mengenai bidang- bidang tanah. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi 
pensertipikatan tanah. Kepastian dan perlindungan dan jaminan hukum bagi 
pemilik hak atas tanah menjadikan yang bersangkutan merasa terlindung dari 
tindakan yang sekiranya menganggu keberadaan hak atas tanah tersebut.  
         Lawrence M. Friedmandalam teori ―Legal System ‖ menyatakan bahwa 
komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen, yaitu : 
1) Substansi hukum (substance rule of the law), didalamnya melingkupi 
seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang 
hukum material maupun hukum formal 
2) Struktur hukum (structure of the law),melingkupi pranata hukum, aparatur 
hukum dan sistem penegakkan hukum. 
3) B u d a  y a h  u k u m (legal culture), merupakanpenekanan dari sisi 
budaya secara umum, kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan 
berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. 
         Substansi hukum memuat tentang segala peraturan dan ketentuan tentang 
bagaimana institusiharus berperilaku sehingga menentukan tingkah laku 




proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat di Surakarta. 
Struktur hukummerupakan pondasi dasar dari sistemhukum atau kerangkanyata 
dari sistemhukum.Dalam hal ini yaitu Pejabat PembuatAkta Tanah. Budaya 
hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial yang mengacu pada kultur 
umum adat, kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir yang akan 
mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara 
tertentu. Dalam hal ini berupa kesadaran hukum para ahli waris dalam proses 
pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat di Surakarta.Sistem 
hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri maka antara 
substansi hukum, struktur hukum, dengan budaya hukum harus saling bekerja 
sama dengan baik.  
 
2. Kendala-kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan 
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris dalam 
Hukum Islam Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Brebes 
         Kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses 
pembagian hak bersama berupa tanah warisan dengan sistem hukum yang 
dipaparkan oleh Lawrence Meir Friedman digolongkan kedalam dua komponen 
hukum yaitu substansi hukum dan budaya hukum. Kendala tersebut 
dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Kendala Kultur atau Kebiasaan 
         Kantor Pertanahan cenderung kaku dalam menerapkan kelengkapan 
persyaratan. Penerapan kelengkapan persyaratan yang diberlakukan terlalu 




Akta Tanah dalam melakukan pengurusan proses pembagian hak bersama 
berupa tanah di wilayah Kabupaten Brebes. Misalnya dibutuhkan surat 
pengesahan dari kantor Kelurahan/ Kepala desa dan Kecamatan dalam hal 
terdapat perbedaan ejaan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda 
Penduduk dengan nama di sertifikat hak atas tanah. Kebiasaan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah menyuruh pegawainya untuk menjadi saksi dalam 
pembuatan Surat Keterangan Waris. Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi 
golongan pribumi dilakukan di Kantor Kelurahan/ Kepala desa, dan Kantor 
Kecamatan setempat. Surat Keterangan Waris tersebut di tandatangani oleh 
Lurah/Kepala desa dan Camat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang 
memang mengetahui silsilah dari pewaris. Misalnya, kasus yang terjadi ketika 
Pejabat Pembuat Akta Tanah menyuruh pegawainya untuk menjadi saksi 
dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Kantor Kelurahan dan Kantor 
Kecamatan. Akan tetapi pegawai yang dijadikan saksi dalam pembuatan Surat 
Keterangan Waris tersebut sama sekali tidak mengetahui silsilah pewaris. 
Dikemudian hari muncul gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa 
ditinggalkan dalam pembagian hak bersama tersebut. Pada akhirnya Pejabat 
Pembuat Akta Tanah karena kelalaianya dalam melakukan perbuatan hukum 
tersebut dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini sangat merugikan ahli waris yang 
ditinggalkan tersebut dan juga Pejabat Pembuat Akta tanah itu sendiri.  
        Para ahli waris kurang mempunyai kesadaran hukum dalam melengkapi 
persyaratan proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan dalam 




a. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam setiap melakukan perbuatan 
hukum. Dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan ada 
berbagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh para ahli waris. Persyaratan 
yang harus dilengkapi oleh para ahli waris tersebut antara lain (1) Kartu 
Tanda Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) Akta Perkawinan, (4) Surat 
Kematian, (5) Surat Keterangan Waris, (6) SPPT PBB, (7) Surat kuasa 
apabila dikuasakan, dan persyaratan lainnya.  
b. Kasus yang terjadi ketika para ahli waris datang menghadap kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah dengan membawa data seadanya untuk permohonan 
proses pembagian hak bersama berupa tanah dan bangunan warisan. 
Namun, para ahli waris tidak kunjung melengkapi kekurangan persyaratan 
tersebut. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap jalannya proses 
pengurusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Proses 
pengurusan pembagian hak bersama belum dapat dijalankan apabila 
persyaratan belum terpenuhi. 
2. Kendala Subtansi Hukum 
         Dalam praktik, belum ada aturan mengenai standar baku (format) Surat 
Keterangan Waris yang berlaku bagi golongan pribumi. Format standar baku 
mengenai Surat Keterangan Waris bagi golongan pribumi menjadi salah satu 
kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ketika melakukan 
pendaftaran peralihan ke kantor Pertanahan setempat. Redaksi Surat 
Keterangan Waris yang secara hukum sudah benar bisa ditolak oleh Kantor 
Pertanahan setempat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 




pewaris bertempat tinggal terakhir. Padahal tanah yang dimiliki oleh pewaris 
belum tentu berada di wilayah tersebut sedangkan pendaftaran peralihan hak 
atas tanah dilakukan di Kantor Pertanahan dimana tanah tersebut terletak. Hal 
tersebut sangat mempengaruhi peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 
proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan.   
3. Aturan mengenai ketentuan yang mengharuskan pencantuman tanda tangan 
asli para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan Akta 
Pembagian hak Bersama.  
         Keharusan dalam mencantumkan tanda tangan asli para ahli waris dalam 
pembuatan Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama. Hal 
ini bisa saja merupakan kendala bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 
proses pembagian hak bersama. Aturan mengenai keharusan pencantuman 
tanda tangan asli para ahli waris sangat merepotkan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah karena harus bertemu secara langsung, padahal bisa saja para ahli waris 
itu berada di kota atau provisi lain yang jauh dari kantor PPATnya. Bisa saja  
terjadi menggunakan jasa pengiriman dokumen agar mendapatkan tanda 
tangan asli dari para ahli waris yang masih berada di wilayah Indonesia, 
sedangkan bagi ahli waris yang berada di luar negeri dibutuhkan pengesahan 
dari kantor Kedutaan Besar. Sehingga hal tersebut membutuhkan waktu yang 
lama dan tentunya biaya yang banyak. Di samping merepotkan Pejabat 
Pembuat Akta tanah, hal tersebut juga sangat membebani para ahli waris yang 
melakukan proses tersebut.  
        Aturan mengenai sistem pecah sempurna yang membutuhkan waktu 




atas satu bidang tanah yang sudah didaftar menjadi beberapa bagian yang 
masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang 
sama dengan bidang tanah semula mempunyai arti bahwa produk sertifikat 
yang telah dipecah masih berstatus kepemilikan bersama, sehingga untuk 
menjadikan sertifikat tersebut bersifat individu membutuhkan waktu 
pengurusan lama dan biaya perpajakan yang besar. Mengenai proses 
pembagian hak bersama berupa tanah warisan dikenakan pajak BPHTB dan 
PNBP sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika proses turun waris dan kemudian 















1. Peran PPAT dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) 
terhadap pembagian waris dalam hukum islam atas tanah dengan bangunan di 
Kabupaten Brebes antara lain (a) membantu kepala kantor pertanahan untuk 
mempersiapkan data sebelum peralihan hak didaftarkan ke Kantor Pertanahan, 
(b) Pejabat yang bertugas untuk membantu keinginan para pihak agar supaya 
tercapai keinginannya berdasarkan peraturan yang berlaku (c) sebagai pejabat 
yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik berupa akta 
pembagian hak bersama.    
2. Kendala-kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta 
Pembagian Hak Bersama (APHB) antara lain (a) kendala kultur atau kebiasan 
yang mempermudah menjadi saksi bagi pegawai sendiri untuk kepentingan 
persyaratan atau pengurusan untuk orang lain, (b) kendala substansi hukum, 
artinya,  belum ada aturan mengenai standar baku (format) Surat Keterangan 
Waris yang berlaku bagi golongan pribumi, ketika melakukan pendaftaran 
peralihan ke kantor Pertanahan setempat.  
 
B. Saran 
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah disarankan untuk lebih menguasai hukum 





2. Untuk kepastian hukum maka para pihak dalam pembagian waris dilakukan 
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